WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR “27 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA MUSEUM KAYUH BAIMBAI

Menimbang:

Mengingat:

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan
museum sebagai pusat peradaban, edukasi,
penelitian dan hiburan dan pelestarian benda-benda
bersejarah perlu adanya Pengelola Museum Kayuh
Baimbai Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pengelola
Museum Kayuh Baimbai Kota Banjarmasin
Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darut Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat IT di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015
tentang Museum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Penunjukan Pengelola Museum Kayuh Baimbai Kota
Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Pengelola Museum Kayuh Baimbai sebagaimana
dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. Merencanakan dan merumuskan kegiatan pengelolaan
Museum  Kayuh  Baimbai Kota Banjarmasin
berdasarkan Pedoman Standardisasi Museum Tahun
2020, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga
Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Memelihara dan mengawasi standar pengelolaan

Museum Kayuh Baimbai Kota Banjarmasin yang
dilaksanakan secara tertib dan baik.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2024 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Banjarmasin.



KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali
Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli o4

WALI KOTA BANJARMASIN,

—-

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR -
TENTANG

<1 TAHUN 2024

PENUNJUKAN PENGELOLA MUSEUM
KAYUH BAIMBAI KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN PENGELOLA MUSEUM KAYUH BAIMBAI
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

JABATAN/NAMA DALAM

JABATAN DALAM

NO DINAS/INSTANSI PENGELOLA TUGAS
Kepala Dinas Kebudayaan, Merumuskan kebijakan,

1 | Kepemudaan, Olahraga dan Pengarah strategi, program dan Visi Misi
Pariwisata Kota Banjarmasin Museum
Kepala Bidang Kebudayaan Mengkoordinasikan,

2 Dinas Kebudayaan, - — Jawab mengawasi, dan mengevaluasi
Kepemudaan, Olahraga dan ggung pelaksanaan pengelolaan
Pariwisata Kota Banjarmasin Museum
Pamong Budaya Ahli Muda
Dinas Kebudayaan, Koordinator Merencanakan dan

3 | Kepemudaan, Olahraga dan 1 melaksanakan kegiatan

et : ] Museum
Pariwisata Kota Banjarmasin pengelolaan museum
Andy Pahwanda, SE, MM
Pengadministrasi Perkantoran .
- Koordinator
Dinas Kebudayaan, Merencanakan pengadaan
Sarana dan : :
4 | Kepemudaan, Olahraga dan dan inventaris sarana dan
s . " Prasarana
Pariwisata Kota Banjarmasin prasarana Museum
: Museum
Erwin Sosanto
UPT. Museum Lambung . ' Merencanakalj_ dan mengelola
Koordinator Bidang | barang koleksi, serta
5 | Mangkurat :
Kurator menentukan benda sejarah
Darmanto, M. Hum : :
yang boleh ditampilkan
er Musegm Leiang Koordinator Bidang | Memelihara dan merawat
6 | Mangkurat :
e Konservator koleksi museum
Rusmiadi, S. Pd -
kA Qagar Quday a Koordinator Bidang | Pengelola informasi sejarah

7 | Kota Banjarmasin Satsrah FSatITH
Mansyur, S. Pd, M. Hum ___J‘__

Tim Ahli (_3agar E_;udaya Koordinator Bidang | Pengelola informasi budaya

8 | Kota Banjarmasin

Mursalin, M. Pd

Budaya

muscurrn

WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA




